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ABSTRAK 
 
HARRIS ASHARY.S (B111 06 075),Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Tindak Pidana Perkelahian Antara Narapidana di Lembaga 
Permasyarakatan Parepare (Dibimbing oleh bapak Aswanto, dan bapak 
Abd. Asis) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempegaruhi terjadinya perkelahian antara narapidana di lembaga 
permasyarakatan parepare dan untuk mengetahui  upaya pencegahan dan 
penanggulangan tindak pidana perkelahian di dalam lembaga 
permasyarakatan parepare. 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB 
Parepare  dengan mengambil data-data dan melakukan wawancara dengan 
pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Selain itu 
penelitian ini juga dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dengan 
mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literature yang ada hubungannya 
dengan masalah yang dibahas. 
Hasil penelitian ini diantaranya: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan 
adanya suatu tindak pidana perkelahian di dalam Lembaga Permasyarakatan 
Klas IIB Parepare, dapat dibagi dengan faktor eksternal dan faktor internal. 
Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar tahanan maupun 
narapidana, dalam hal ini mencakup kondisi lingkungan, sosial serta kondisi 
ekonomi. Dengan beberapa kondisi tersebut, berpotensi untuk melakukan 
suatu pelanggaran dalam ruang lingkup Lembaga Permsyarakatan 
Parepare;(2) Dalam hal menanggulangi perkelahian antara narapidana, pihak 
LP Klas IIB Parepare, yang berwenang yaitu KPLP akan memanggil pihak 
yang bersangkutan, lalu mengintrogasi dengan tujuan agar dapat mendalami 
secara menyeluruh mengapa kejadian dapat timbul. Sanksi yang telah 
diberikan untuk memberi efek jera kepada  narapidana yang melakukan 
perkelahian di dalam lembaga permasyarakatan klas IIB parepare.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Saat ini pelaku kejahatan menjadi sumber masalah dalam melakukan 
kejahatan. Pelaku kejahatan biasa disebut dengan penjahat, kriminal, atau 
lebih buruk lagi, sampah masyarakat, dan masih banyak lagi. Maka tidak 
mengherankan bila upaya penanganan kejahatan masih terfokus hanya pada 
tindakan penghukuman terhadap pelaku. Dimana hukuman yang dimaksud 
yang yaitu merupakan suatu sanksi pidana yang berupa perampasan 
kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap 
pelaku kejahatan tersebut yang dapat menyembuhkan baik luka atau derita 
korban maupun kelainan perilaku yang diidap oleh pelaku kejahatan.  
Sanksi pidana yang merupakan perampasan kemerdekaan di dalam 
perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, 
pidana kurungan, dan pidana tutupan ( Pasal 10 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana ( selanjutnya disingkat KUHPidana )  yang penempatannya 
menjadi satu dalam lembaga permasyarakatan. 
Pidana penjara adalah suatu pemidanaan/sanksi yang berupa 
pembatasan kekuasaan bergerak dari seorang narapidana yang dilakukan 
untuk menutup orang tersebut dalam sebuah penjara dengan mewajibkan 
narapidana untuk menaati semua peraturan dari tata tertib yang berlaku di 
dalam penjara yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka 
yang telah melakukan suatu pelanggaran pada peraturan tersebut.( 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail.diakses pada tanggal 12 juni 2013) 
Pembagian rumah penjara ketika awal pembuatannya erat kaitannya 
dengan kebiasaan pada saat itu dalam hal ini menempatkan narapidana 
secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka 
jalani di rumah-rumah penjara maupun di dunia ini. indonesia saat ini hal 
demikian juga diikuti namun, bentuk dan namanya tidak lagi rumah penjara 
melainkan Lembaga Permasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas). 
(http://www.hukumonline.com/klinik/detail. diakse pada tanggal 12 juni 2013) 
Lembaga permasyarakatan juga dikenal dengan nama penjara sebagai 
tempat bukan untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai 
tempat membina atau mengayomi serta memasyarakatkan  warga binaan 
agar setelah selesai menjalani pidananya, mempunyai kemanpuan untuk 
menyesuaikan diri dengan keadaan di luar Lapas sebagai warga masyarakat 
yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. 
Maraknya keributan yang terjadi di Lapas sungguh menarik perhatian 
masyarakat. Banyak kasus perkelahian antara warga binaan yang membawa 
kematian warga binaan lain maupun warga binaan itu sendiri. Dapat dicatat 
ada beberapa kasus perkelahian antara warga binaan yang menjadi perhatian 
media massa nasional baik berupa media elekronik  maupun media surat 
kabar. Salah satu contohnya di Lapas Pontianak Klas IIA, warga binaan saling 
serang setelah rehabilitas yang dipicu oleh antara dua orang warga binaan 
yang saling olok-mengolok. Dalam perkelahian antara warga binaan tersebut 
menpersenjatai diri dengan sikat gigi atau benda-benda lainnya untuk 
mempertahankan diri, Contoh lain yaitu di Lapas salemba, kasus perkelahian 
yang terjadi biasanya dipicu hal sepele, yang mengakibatkan kematian warga 
binaan,seperti saling senggol, olok-mengolok,maupun karena masalah uang 
yang biasanya dijadikan sebagai alasan 
perkelahian.(http://portirpas.wordpress.com diakses pada tanggal 14 juni 
2013) 
Kerusuhan massal juga pernah terjadi pada bulan Oktober 2001 di 
Lapas Cipinang yang melibatkan ratusan warga binaan penghuni blok I. 
Dalam kejadian itu, dua orang meninggal, dan tidak kurang empat orang 
lainnya luka parah akibat perkelahian massal yang diduga melibatkan dua 
kelompok warga binaan yang saling berhadapan satu sama lain di dalam  
lapas tersebut. (http://www.tempo.co.id/hg/nasional.diakses pada tanggal 15 
juni 2013 ) 
Kekerasan di dalam Lapas sebenarnya perlu disimak lebih jauh 
sehingga tidak dianggap “biasa dan wajar” seakan-akan sudah menjadi 
denyut kehidupan warga binaan yang menjadi kegiatan rutin di dalam lapas 
ini. Kondisi ini tampaknya mulai menggejala, sementara upaya untuk mencari 
benang merah permasalahan yang timbul tidak atau tampak sama sekali. 
Perlu dilihat kebelakang bahwa, tujuan pengadaan Lapas, adalah sebagai 
tempat untuk membina warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, 
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif  
berperan dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik 
dan bertanggung jawab dan menjadikan terpidana menjadi lurus dan siap 
terjun kembali kemasyarakat kelak. 
Pembinaan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus 
warga binaan untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas 
dasar pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi 
dan budi pekerti yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri 
dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk 
menyesuaikan diri dengan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia 
yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. 
Masalah lembaga permasyarakatan (lapas) yang sejauh ini sudah 
diundangkan pada tanggal 31 Desember yaitu Undang-undang disingkat UU 
No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan. Jika melihat kedalam maksud 
dan tujuan itu sangat jelas termaktub keinginan penyelenggara Negara 
menciptakan kondisi yang lebih baik dalam membina warga binaan agar kelak 
dapat berguna dimasyarakat. Yang terpenting adalah penghormatan atas 
hak-hak atas warga binaan juga mendapatkan perhatian besar. 
Persaingan sesama warga binaan selama menjalani hukuman di Lapas 
merupakan suatu yang “wajar” dan pasti ditemui hampir disetiap Lapas yang 
ada di tiap daerah. Persaingan tidak selamanya bersifat negatif, hal positif 
pun bisa dijumpai, yaitu persaingan dalam hal berprestasi baik untuk 
mengikuti peraturan kelembagaan maupun dalam menghasilkan produk 
barang-barang yang dibuat di bengkel kerja khusus dalam pembinaan.Oleh 
karena itu, warga binaan yang berprestasi ataupun yang menunjukkan 
perilaku terpuji oleh pengawas di beri pangkat menjadi warga binaan pemuka, 
dimana warga binaan pemuka inilah yang diserahi tanggungjawab untuk 
mengurus unit-unit tertentu di Lapas (baik sebagai pengurus rumah sakit, 
maupun rumah ibadah).Semua itu dapat diperoleh warga binaan tertentu 
yang berprestasi sesuai aturan di Lapas. 
Bagi warga binaan, bergaul dan menjalin hubungan baik dengan 
sesama warga binaan ataupun petugas Lapas lebih bermanfaat ketimbang 
mencari musuh.Sebab kalau musuhnya banyak maka kesulitan akan semakin 
sering dijumpai, seperti; kehilangan sabun mandi,alat-alat perlengkapan 
sehari-hari, bahkan dikucilkan oleh warga binaan lainnya. Oleh karena itu, 
kalau terjadi perkelahian antara sesama warga binaan itu lebih disebabkan 
karena kelompok, artinya kepentingan kelompoknya terusik. 
Berdasarkan uraian diatas, mengenai perkelahian antara warga binaan 
yang terjadi di dalam Lapas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut 
lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang 
berjudul: ”Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian 
Antara Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Parepare.” 
B. Rumusan Masalah 
Agar terciptanya suatu pembahasan yang terarah maka berdasarkan 
dengan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah, 
yaitu : 
1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya perkelahian antara 
warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Parepare? 
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan perkelahian antara 
warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Parepare? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan dari penulisan 
penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
perkelahian antara warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB 
Parepare. 
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan perkelahian  
di Lembaga Permasyarakatan klas IIB Parepare. 
 
 
 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi 
pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu 
hukum. Juga dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi 
dan para pembaca pada umumnnya yang terkait dengan tinjauan kriminologis 
terhadap tindak pidana perkelahian di lembaga permasyarakatan yang terjadi 
di setiap wilayah hukum suatu dareah. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan 
pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan 
hukum yang lebih baik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian-Pengertian 
1. Pengertian kriminologi   
Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang 
dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud disni 
adalah adalah suatu tindakan yang dilakukan orang atau instansi yang 
dilarang oleh suatu Undang-undang (UU). pemahaman tersebut diatas 
tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang 
merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan. 
Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya adalah 
kejahatan dan  kata logos yang artinya adalah ilmu.jadi secara etimologi, 
kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
seluk beluk kejahatan. hal inilah yang menimbulkan pemahaman yang 
senantiasa mengidentikkan kriminologi dengan perilaku kejahatan. 
Selain secara etimologi, ada berbagai macam bentuk definisi 
krimonologi yang dikembangkan oleh para ahli hukum diantaranya adalah: 
          Menurut Paul Mudigdo Mulyono ( 1987;13 ) mengemukakan bahwa 
: 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu 
yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. 
        Adapun menurut W.A Bonger (1982;42) memberikan definisi 
“kriminologi adalah lmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala 
kejahatan seluas-luasnya”. 
            Sedangkan Edwin H.Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2000;9) kriminologi adalah : 
 Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan   
kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan 
hukum, pelangggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. 
           Selanjutnya Wolfgang (Eva Achjani Zulfa,2002;9) mengemukakan 
bahwa : 
Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala 
kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 
keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan 
faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 
kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.  
               Selanjutnya menurut Noach (Eva Achjani Zulfa,2002;9) merumuskan 
definisi ; 
“kriminologi adalah Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku 
tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan 
perbuatan tercela itu”. 
             Ahli kriminologi J.M. van Bemmelen (Moeljatno,1986;4) 
mengemukakan bahwa: 
Kriminologi merupakan tiap kelakuan yang merugikan (merusak) asusila 
yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu 
masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak mencela dan 
mengadakan perlawanan terhadap perlakuan tersebut dengan jalan 
menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap 
pelaku kejahatan.  
Usaha untuk memahami lebih lanjut tentang kriminologi ini, Edwin 
H.Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2000;9) membagi 
kriminologi menjadi 3 (tiga) pembagian pokok yaitu sosiologi hukum, etiologi 
dan penologi.menurutnya kriminologi terbagi menjadi: 
1. the sociologi of law is anttempt at scentific analysis of the conditions   
under which the criminal law developes and which is seldom include in 
general books and criminilogy; 
2. criminology etiology is an attempt at scentific analysis of the cause of 
crime; 
3. penology is concerned with the control of crime.the term penology is 
unsatisfactory because this division includes many methods of control 
which are not penal in character. 
     Lain halnya dengan pendapat Noach mengenai kajian kriminologi. Noah 
membagi kriminologi menjadi 2 (dua) pengertian kriminologi  dalam arti luas 
dan  kriminologi dalam arti sempit.kriminologi dalam arti sempit merupakan 
suatu ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk perwujudan sebab-sebab dan 
akibat kriminalitas.Jadi sesuai dengan pengertian diatas bahwa kriminologi 
menurut Noach (Eva Achjani Zulfa,2002;9)  dibagi menjadi 3 (tiga) dapat 
diperjelas dengan adanya unsur-unsur yakni : 
1. bentuk-bentuk gejala (fenomena), bentuk-bentuk gejala yang mudah  
diketahui  ialah yang berdasarkan pada norma-norma dari ilmu 
pengetahuan lain seperti hukum pidana dan etika; 
2. sebab-sebab kriminalitas (etiologi ) yang berhubungan dengan yang 
lain-lain gejala dalam kehidupan individu, masyarakat, dan alam; 
3. akibat kriminalitas sampai seberapa jauh dapat dianggap masih 
meliputi oleh kriminologi. 
         Menurut Noach (Eva Achjani Zulfa,2002;9) : 
Pengetahuan tentang lacak-lacak yakni bekas tanda-tanda yang ditinggalkan 
penjahat, termasuk bekas persiapan dan pelaksanaan serta perbuatan 
sesudahnya untuk menutupi perbuatan sesungguhnya.dengan demikian 
meliputi penyidikan tentang : 
1. identitas si penjahat (dactilosphy : pemeriksaan tulisan dan 
perbandingannya dan ciri-ciri lain); 
2. alat-alat (contohnya senjata api); 
3. pemeriksaan tentang uang kertas/logam palsu, hal-hal yang 
membutuhkan pertolongan ahli-ahli kimia. 
2.Pengertian Tindak Pidana Perkelahian 
Sebelum membahas mengenai tindak pidana perkelahian, terlebih 
dahulu penulis menguraikan pengertian dari tindak pidana itu sendiri untuk 
mendapatkan kejelasan mengenai pengertian tindak pidana perkelahian. 
       P.A.F. Lamintang (1997:181) menjelaskan mengenai pengertian 
tindak pidana secara harfiah, yaitu : 
Secara harfiah tindak pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana 
merupakan beberapa istilah dari penterjemahan istilah ”strafbaar feit” ke 
dalam bahasa Indonesia, dimana istilah  ”strafbaar feit” terdiri dari: straf 
berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh), dan feit berarti 
peristiwa (perbuatan). Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang 
dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.  
          PA.F.Lamintang (1997:181), selanjutnya menguraikan beberapa 
pengertian  mengenai pengertian strafbaar feit dari para ahli yakni :  
 Hazewinkel Suringa :   
strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu 
telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat 
didalam undang-undang. 
 Pompe :   
memberi batasan pengertian starfbaar feit adalah pelanggaran norma ( 
gangguan terhadap tertib hukum ) yang dengan sengaja ataupun tidak 
disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan 
hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 
tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 
 Simons :  
Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
 Vos :  
Strafbaar feit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang 
dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. 
 Moeljatno :  
menerjemahkan strafbaar feit menjadi perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi barang siapa 
yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 
dilarang dan diancam pidana. 
 Roeslan Saleh :   
memberi batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh 
hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan 
bahwa ada aturan yang melarang. 
 R.Tresna :  
memberi batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan 
atau suatu rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan 
undang-undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan 
mana diadakan tindakan pemidanaan. 
 Rusli Effendy  :  
memberi batasan dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana 
adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum 
pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana 
tidak tertulis ( hukum pidana adat ). 
 Zainal Abidin Farid :  
beliau mendasari pendapatnya dari para ahli hukum pidana Belanda 
yang memberi pengertian strafbaar feit, yakni menurut Simons bahwa 
strafbaar feit terjemahan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan 
hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang 
mampu bertanggungjawab. 
Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, 
yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang 
melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini 
tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan 
tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan 
demi pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan strafbaar feit yang 
mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.Bahwa untuk 
pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan 
pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin 
yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis ”tidak dipidana 
jika tidak ada kesalahan ”. 
               Andi Hamzah (1993:32)  menyamakan strafbaar feit dengan istilah 
Inggris criminal act dengan alasan : 
Pertama, bahwa criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau 
dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh 
hukum. Kedua, karena criminal act juga dapat dipisahkan dari 
pertanggungjawaban pidana yang dinamakan criminal liability atau 
responsibility juga dapat dipidananya seseorang selain daripada 
melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan 
(guilt). 
Berdasarkan penjelasan mengenai tindak pidana diatas, maka penulis 
akan menjelaskan mengenai pengertian dari tindak pidana perkelahian. 
menurut Kitab Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHPidana 
pada pasal 158 tidak menetapkan definisi (arti sebenarnya ) daripada 
perkelahian atau perang tanding (perkelahian seorang lawan seorang ), 
menurut pengertian umum perang tanding adalah perkelahian yang diatur 
dengan peraturan-peraturan tertentu yang sudah disetujui bersama oleh pihak 
yang bersangkutan. Dalam bahasa asing disebut ” duel ” yang ditetapkan 
mengenai :tempat, waktu, senjata yang dipakai, wasit dan saksi.  
 
 
 
 
 3. Kajian Umum tentang Warga Binaan 
1.Pengertian Warga Binaan 
Menurut Undang-Undang yang selanjutnya disingkat UU No. 12 tahun 1995 
Pasal 1 angka ke 7 yang berbunyi; 
 Warga binaan adalah terpidana yang menjalani pidana atau hilangnya 
kemerdekaan di Lembaga Permasyarakatan. Walaupun kehilangan 
kemerdekaannya, tapi ada hak-hak warga binaan yang dilindungi dalam 
sistem permasyarakatan indonesia. 
 
Menurut Ac sanoesi HAS (1976;63 )  isitilah menjelaskan bahwa istilah 
nara-pidana adalah “Sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang-
orang yang terkena hukuman.dengan kata lain istilah narapidana adalah 
untuk mereka yang telah di vonis hakim dan telah mempunyai kekuatan 
hukum”.  
2.Hak-hak dan kewajiban warga binaan 
       Harus diakui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lapas  dalam 
beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak 
asasi sebagai manusia. Dengan pidana yang dijalani narapidana itu, bukan 
berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari 
lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. 
Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada 
dirinya sebagai manusia. 
Untuk itu, sistem permasyarakatan secara tegas menyatakan,warga 
binaan mempunyai hak-hak untuk surat-menyurat, hak untuk dikunjungi, dan 
mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah 
sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan 
kesehatan, mendapat upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat. 
Hak-hak warga binaan di indonesia melalui sistem permayarakatan 
dikatakan baik, atau memiliki prospek, perlu dikaitkan dengan pedoman PBB 
mengenai standar minimum rules  untuk memperlakukan narapidana yang 
menjalani hukuman (Standard Minimum Rules For the Treatmen Of Prisoner, 
31 Juli 1957), yang meliputi: buku register, pemisahan narapidana pria dan 
wanita, dewasa dan anak- anak, fasilitas akomodasi yang harus memiliki 
ventilasi, fasilitas sanitasi yang memadai, mendapatkan air serta 
perlengkapan toilet, pakaian dan tempat tidur, makanan sehat, hak untuk 
berolahraga ditempat terbuka, hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan 
dan hak untuk membela diri apabila dianggap indisipliner, tidak 
diperkenankan mengurung pada sel gelap dan hukuman badan, borgol dan 
jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana, berhak mengetahui 
peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan 
menyampaikan keluhan, hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar, hak 
mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik , hak 
untuk mendapatkan pelayanan agama, hak untuk mendapatkan jaminan 
penyimpanan barang–barang berharga, pemberitahuan kematian dan sakit 
dari anggota keluarga. 
Sebagai negara hukum hak-hak warga binaan itu dilindungi dan diakui 
oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lapas  juga harus di lindungi 
hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu, juga ada 
ketidakadilan perilaku bagi nwarga binaan, misalnya, penyiksaan, tidak 
mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat 
remisi 
Undang- Undang yang selanjutnya disingkat UU No.12 tahun 1995 Pasal (14 
) berbunyi bahwa warga binaan berhak : 
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 
b. Mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak  
e. Menyampaikan keluhan 
f. Mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang 
tidak dilarang  
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan  
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu 
lainnya 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas 
m. Mendapatkan hak-hak narapidana sesuai dengan penraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
Dalam Undang-undang (UU) No.12 tahun 1995 tentang Permasyarakatan 
Pasal 14 disebutkan hak-hak narapidana, disamping hak-hak narapidana juga 
ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuang 
dalam UU No. 12 tahun 1995 Tentang Permasyarakatan Pasal 15 yaitu : 
1. Warga binaan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan 
dan kegiatan tertentu. 
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola 
pembinaan yang dilakukan oleh petugas kepada warga binaan. Dalam hal ini 
dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak 
narapidana. Dan apakah warga binaan juga sadar selain hak juga mempunyai 
kewajiban yang dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. 
B. Kajian Umum Tentang Lembaga Permasyarakatan ( Lapas ) 
1.Sejarah lembaga permasyarakatan di indonesia 
      Pada awalnya tidak dikenal sistem pidana penjara di indonesia 
penjara. Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada 
zaman VOC pun belum dikenal penjara yang seperti sekarang ini, yang ada 
ialah rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tuna susila, 
pengganguran, atau gelandangan pemabuk, dan sebagainya.diberikan pula 
pekerjaan dan pendidikan agama, tetapi ini hanya di batavia terkenal dengan 
sebutan spinhuis dan rasphuis. 
Menurut Andi Hamzah (1983;92) ada 3 macam tempat tahanan demikian 
yaitu : 
   1. bui yang terdapat di pinggir kota. 
   2. tempat perantaian (kettingkwartier). 
   3. tempat menampung wanita bangsa belanda yang melakukan  mukah                              
 (overspel). 
       Perbaikan mulai dilakukan pada zaman inggris (Raffles). Bui-bui yang 
kecil dan sempit diperbaiki dan didirikan bui dimana ada pengadilan. 
Perbaikan diteruskan oleh belanda setelah berkuasa kembali, diadakan 
klasifikasi : 
1. kerja paksa dengan rantai 
2. kerja paksa dengan upah 
   Perkembangan kepenjaraan selanjutnya pada permulaan zaman hindia 
belanda dimulai dengan sistem diskriminasi,yaitu dengan dikeluarkannya 
peraturan umum untuk golongan bangsa indonesia (bumiputera) yang 
dipidana kerja paksa (stbld 1826 No. 16), sedangkan untuk golongan bangsa 
eropa  (belanda ) berlaku penjara.ada 2 macam pidana kerja paksa : 
          1. kerja paksa dimana terpidana di rantai  
          2. kerja paksa biasa dan mendapat makanan tanpa di upah 
Pada masa itu penjara disebut bui sesuai dengan keadaannya sebagai 
tempat penyekapan,tempat menahan orang-orang yang disandera, penjudi, 
pemabuk ,gelandangan dan penjahat-penjahat lain. Karena pada saat itu 
keadaan bui masih sangat buruk dan menyedihkan, maka dibentuklah panitia 
untuk meneliti dan membuat rencana perbaikan. 
Pada tahun 1846 setelah bekerja selama 5 tahun panitia ini mengajukan 
rencana perbaikan yang tidak pernah dilaksanakan. Diskriminasi perlakuan 
antara orang pribumi dan eropa (belanda) sangat menyolok. Perawatan jauh 
lebih baik dan pekerjaan lebih ringan bagi orang eropa,begitu pula soal 
makanan, kondisi kamar penjara dan fasilitasnya, jauh lebih baik dari orang 
pribumi. Pada  tahun 1865  Stoet Van Beele  berusaha memperbaiki keadaan 
penjara dengan mengutus residen Riau untuk meninjau sistem penjara di 
Singapura. Dikeluarkanlah peraturan baru yaitu Stbld 1871 No. 28 dengan 
suatu sistem klasifikasi. 
Sistem pengelolaan penjara diperbaiki juga dengan administrasi yang 
lebih rapi dengan disiplin yang lebih ketat. Pada tahun 1871 itu dirancang pula 
ordonansi yang berisi perbaikan menyeluruh terhadap sistem penjara, namun 
rancangan ini tidak pernah terwujud.  
Antara tahun 1907-1961 dibentuk kantor kepenjaraan (gestichten 
reglement) yang tercantum dalam Stlbd 1917 No.708, mulai berlaku 1 januari 
1918. Reglemen inilah menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap 
narapidana dan cara pengelolaan  penjara. Reglemen ini didasarkan pada 
Pasal 29 KUHP (Wvs) yang terdiri dari kurang lebih 114 Pasal. 
Dalam periode antara perang dunia kedua (1918-1942) pada umumnya di 
jawa dan madura ada 3 jenis penjara yaitu :  
1. Penjara pusat yang disebut centrale gevangenis strafgevangenis. 
Penjara pusat ini menampung terpidana yang agak berat (lebih dari 1 
tahun) disitu terdapat perusahaan yang tergolong besar dan sedang 
serta perbengkelan. 
2. Penjara negeri yang disebut landgevangenis. Penjara ini berfungsi 
menampung narapidana yang tergolong ringan (di bawah 1 tahun ) 
pekerjaaan yang dilakukan ialah kerajinan dan pekerjaan ringan yang 
lain serta bengkel-bengkel kecil. 
3. Rumah tahanan yang disebut huis van bewaring. Tempat ini 
menampung para tahanan terpidana kurungan dan terpidana penjara 
yang ringan. Disini tidak ada pekerjaaan yang pasti. (andi hamzah 
1983;93)   
 
Bagi narapidana anak-anak, pada tahun 1921 telah didirikan ruangan 
khusus untuk yang berumur dibawah 19 tahun, kemudian didirikan di 
Tanggerang penjara anak-anak yang berumur di bawah 20 tahun dan di susul 
di Pamekasan dan Ambarawa pada tahun 1927. 
Pada zaman pendudukan jepang hampir tidak ada perubahan sistem 
kepenjaraan. Hanya pekerjaan narapidana banyak dimanfaatkan untuk 
kepentingan militer jepang. Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri 
dipenjara dan untuk kebutuhan tentara jepang ditingkatkan, seperti bertani, 
menangkap ikan di laut, termasuk juga narapidana wanita dan anak-anak. 
Keadaan ini sangat menyedihkan,kurang makan, tetapi harus bekerja keras. 
Pekerjaan kerajinan juga ditingkatkan terutama untuk kepentingan tentara 
jepang. 
Setelah indonesia merdeka sistem sistem pemenjaraan ada dua macam, 
yang satu di daerah Republik dan yang lain berada di daerah yang diduduki 
belanda. keadaan tidak banyak berbeda dari keadaan sebelum perang. 
Penjara dikelola sepenuhnya sesuai dengan Reglemen Kepenjaraan Tahun 
1917 Nomor 798, usaha kearah sistem khusus terpidana  di penjara agar 
tidak melakukan kejahatan (detterent ) dan untuk prevensi umum agar 
masyrakat takut untuk berbuat kejahatan. 
Narapidana ditempatkan disamping sel-sel yang terbatas jumlahnya, juga 
di bangsal-bangsal yang penuh sesak berbagai tipe penjahat sehingga 
perkelahian dan pemerasan antar narapidana banyak terjadi.ada golongan 
“jagoan” yang menjadi “raja” di dalam penjara yang sering memeras 
sesamanya, baik fisik maupun dalam pemerasan uang, barang, atau 
makanan kepadan keluarga narapidana. 
Menurut  pendapat R.A.kosnoen istilah penjara berasal dari bahasa jawa 
penjoro, yang berarti tobat. Sementara Bahroedin Soejohroto menyebutkan 
kata penjara berasal dari kata penjera. Kedua pemahaman tersebut 
menyiratkan pengertian penjara sebagai tempat menghukum untuk membuat 
jera dan menanamkan rasa takut agar masyarakat tidak menentang 
pemerintah koloni belanda.  
Munculnya ide sistem permasyarakatan untuk pertama kalinya dicetuskan 
oleh Saharjo sebagai menteri kehakiman,sewaktu penerimaan gelar doktor 
honoris causa dari universitas indonesia, pada tanggal 15 juli 1963. Menurut 
Saharjo tujuan pidana itu adalah: 
Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana dihilangkannya 
kemudahan bergerak namun juga bertujuan untuk membimbing terpidana 
agar bertobat, mendidik supaya narapidana tersebut menjadi seorang 
anggota masyarakat sosialis indonesia yang berguna, karena inti dari tujuan 
pidana penjara adalah permasyarakatan.          
 
Dengan penggantian istilah “penjara“ menjadi “Lembaga Permasyarakatan”  
tentu terkandung maksud baik yaitu bahwa pemberian maupun pengayoman 
warga binaan tidak hanya terfokus  pada itikad menghukum (Funitif intend) 
saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih 
manusiawi dan di sesuaikan dengan kondisi dari warga binaan itu. Walau 
istilah Permasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 juli 1963, namun 
prinsip-prinsip mengenai permasyarakatan itu baru dilembagakan setelah 
berlangsungnya konfrensi Bina Direktorat Permasyarakatan di Lembang, 
Bandung ( Jawa Barat ) tanggal 27 april 1964 dan dari hasil konfrensi tersebut 
dapat disimpulkan bahwa : 
tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat 
semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum, 
dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat dimana seorang 
yang tersesat akan selalu bertobat dan ada harapan dapat mengambil 
manfaat  sebesar-besarnya dari sistem pengayoman yang diterapkan 
kepadanya.      
 
Selain itu pergantian nama rumah penjara menjadi lembaga 
permasyarakatan juga diikuti dengan perubahan fungsinya yakni menjadi 
tempat bukan semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat 
untuk  membina atau mengayomi serta memasyarakatkan orang-orang 
terpidana agar mereka itu setelah selesai menjalani pidananya, mempunyai 
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas 
sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. 
Pasal 1 ayat (1) Staatblad Reglemen Penjara 708 Tahun 1917 bahwa 
“penjara” itu diartikan sebagai : 
1. Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. 
2. Tempat untuk mengasingkan orang yang melanggar tata tertib 
hukum. 
 
Permasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para 
pelanggar hukum dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk mencapai 
reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan 
Permasyarakatan dengan masyarakat.  
      Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin mengatakan “bahwa 
permasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh 
negara kepada para narapidana dan tahanan menjadi manusia yang 
menyadari kesalahannya”. 
Dalam perkembangan selanjutnya, sistem permasyarakatan mulai 
dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh Undang-undang (UU) 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. usaha-usaha untuk 
mewujudkan suatu sistem  Permasyarakatan yang merupakan tatanan 
pembinaan bagi Warga Binaan Permasyarakatan. Hal tersebut sudah diatur di 
dalam Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1995  Tentang Permasyarakatan 
disebutkan bahwa : 
1. Permasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 
Warga Binaan Permasyarakatan berdasdarkan sistem, 
kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir 
sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 
2. Sistem Permsayarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan 
berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan 
kualitas Warga Binaan Permasyarakatan agar menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 
wajar sebagai warga baik dan bertanggung jawab. 
3. Lembaga Permasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas 
adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan 
Anak Didik Permasyarakatan.  
 
Sedangkan menurut Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Permasyarakatan bahwa : 
Sistem Permasyarakatan diselengggarakan dalam rangka membentuk 
Warga Binaan Permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat 
aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai 
warga negara yang baik dan bertanggungjawab.  
 
Dengan dilaksanakannya pidana penjara berdasarkan sistem 
permasyarakatan, maka posisi sistem peradilan pidana terpadu di Indonsia, 
disamping mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat (reintegrasi 
sehat ) mengandung pula pengertian yang lebih luas yaitu berfungsi 
pencegahan terhadap kejahatan.jadi, dapat disimpulkan bahwa Lapas 
merupakan tempat bagi orang yang dihukum untuk dibina selama menjalani 
masa hukumannya.  
2.Sistem Lembaga Permasyarakatan (Lapas) 
Di  dalam Undang-undang (UU) Nomor 12  tahun 1995 ketentuan pasal-
pasal yang berkaitan dengan sistem permasyarakatan diatur dalam Pasal 1 
angka 2, Pasal 2, dan Pasal 5 yaitu : 
Pasal 1 angka 2 
Sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, 
serta cara pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan berdasarkan 
pancasila yang dillaksanakan secara terpadu antara pembina, yang 
dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 
Permasyrakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan 
bertanggung jawab. 
Pasal 2 
Sistem permasyarakatan di selenggarakan dalam rangka membentuk 
Warga Binaan Permasyarakatan agar  menjadi manusia seutuhnya, 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 
Pasal 5 
Sistem pembinaan permasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: 
a) Pengayoman 
b) Persamaan perlakuan dan pelayanan 
c) Pendidikan 
d) Pembimbingan 
e) Penghormatan harkat dan martabat manusia 
f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan 
g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu. 
Penyelenggaraan sistem permasyarakatan secara penuh hanya dapat 
dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar 
dipidanakan 1 tahun keatas, usaha ini dilaksanakan terus-menerus secara 
bertahap terhadap tiap warga binaan yang bersangkutan dari saat masuk 
sebagai warga binaan hingga saat bebasnya. 
Tahap-tahap tersebut juga dijelaskan dalam UU No. 12 tahun 1995 yang 
diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yaitu : 
Pasal 10 
1. Terpidana yang diterima di Lapas wajib didaftar. 
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ) mengubah status 
terpidana menjadi narapidana 
3. Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan 
pembebasan Narapidana di Lapas. 
Pasal 11 
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) meliputi: 
a) Pencatatan  : 
1. putusan pengadilan 
                2. jati diri 
                3. barang dan uang yang dibawa 
b) Pemeriksaan 
c) Pembuatan pasfoto 
d) Pengambilan sidik jari 
e) Pembuatan berita acara serah terima Teripdana 
Pasal 12 
1. Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dilakukan 
penggolongan atas dasar : 
a) Umur 
b) Jenis kelamin 
c) Lama pidana yang dijatuhkan 
d) Jenis kejahatan 
e) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 
pembinaan. 
2. Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas di laksanakan di Lapas 
Wanita. 
Disamping itu permasyarakatan juga dinyatakan sebagai suatu sistem 
pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu bentuk 
keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintergrasi sosial atau pulihnya 
kesatuan hubungan Warga Binaan Permasyarakatan dengan masyarakat. 
Selanjutnya, pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri 
dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. 
3.Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) 
Para warga binaan harus dididik, diasuh, di bimbing dan diarahkan pada 
tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi 
masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali ke masyarakat. Adapun 
warga binaan permasyarakatan yang terdiri atas : 
1. Narapidana. 
2. Orang-orang yang ditahan untuk sementara. 
3. Orang-orang yang disandera. 
4. Orang-orang lain yang dimasukkan dengan perintah walaupun tidak 
menjalani pidana. 
 Dari kriteria warga binaan permasyarakatan tersebut maka terhadap 
warga binaan khususnya dilakukan penggolongan dalam beberapa kelas 
yang menurut Pasal 50 Reglement penjara, bahwa orang hukuman tersebut 
dapat dibagi dengan 4 kelas yaitu : 
1. Kelas I ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara seumur 
hidup, mereka yang telah dijatuhi pidana sementara, akan tetapi sulit 
untuk dapat dikuasai atas sifat–sifatnya yang bukan hanya bagi 
pegawai penjara. 
2. Kelas II ialah narapidana yang dihukum penjara sementara yang lebih 
dari tiga bulan penjara yakni apalagi narapidana yang dipandang tidak 
perlu untuk dimasukkan kedalam golongan kelas I. 
3. Kelas III ialah narapidana yang semula termasuk golongan kelas II 
yang karena selama 6 (enam ) bulan berturut-turut telah menunjukkan 
kelakuan yang baik hingga perlu dipidanakan ke golongan kelas III. 
4. Kelas IV ialah narapidana yang telah dijatuhi pidana penjara kurang 
dari tiga bulan, mereka ini tidak boleh ditempatkan dalam suatu 
bangunan yang sama dimana,lain warga binaan telah ditempatkan 
seperti tersebut diatas.     
Selain itu, macam-macam warga binaan permasyarakatan menurut 
Undang-Undang yang selanjutnya disngkat UU Nomor 12 Tahun 1995 diatur 
pada Pasal 1 ayat ke 5 , yaitu : 
“ Warga Binaan Permasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik 
Permasyarakatan, dan Klien Masyarakat “. 
Penggolongan warga binaan yang diatur dalam Pasal 1 ayat ke 5 tersebut 
terbagi dalam beberapa golongan warga binaan permasyarakatan yaitu : 
1. Narapidana 
a) Narapidana Laki-laki 
b) Narapidana Wanita 
2. Anak didik permasyarakatan 
a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 
(delapan belas) tahun. 
b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 
diserahkan kepada negara untuk didik dan ditempatkan di Lapas 
Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas ) tahun. 
c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau 
walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di 
Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) 
tahun. 
3. Klien Permasyarakatan 
a) Terpidana bersyarat 
b) Narapidana, anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan 
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas 
c) Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, 
pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan 
sosial 
d) Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat 
di lingkungan Direktorat Jenderal Permasyarakatan yang 
ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau 
badan sosial. 
e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya 
dikembalikan kepada orang tua atau walinya.  
E. Pidana dan Pemidanaan 
1.Definisi Pidana 
Pidana berasal dari kata Straf, yang adakalanya disebut dengan istilah 
hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim 
istilah hukum merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat 
didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan 
oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum 
(sanksi) dari baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan 
hukum pidana atau melakukan tindak pidana. Pidana dalam hukum pidana 
merupakan alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila 
dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa yang tidak enak 
bagi yang bersangkutan selaku terpidana. 
Menurut Jerman E. Kant, hukuman adalah : 
“Suatu pembalasan berdasar atas pepatah kuno “siapa membunuh 
harus dibunuh” atau yang lebih dikenal dengan teori pembalasan”. 
Feurbach berpendapat bahwa : 
“Hukuman harus mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat 
atau yang biasa disebut dengan teori mempertakutkan”. 
Selain dua tokoh diatas, masih banyak tokoh lain yang memberikan 
pengertian tentang apa yang dimaksud dengan hukuman seperti adanya 
pemahaman bahwa hukuman itu juga harus dimaksudkan untuk memperbaiki 
orang yang telah berbuat kejahatan, teori ini sering disebut sebagai teori 
memperbaiki. 
2.Jenis-Jenis Pidana 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana Mati 
Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), 
dimasukkan dalam urutan pertama dalam jenis pidana pokok yang 
alternatif dengan hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya 
dua puluh tahun (Simak Pasal 340 KUHPidana). 
Pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan 
dilingkungan peradilan umum atau peradilan Militer, dilakukan dengan 
tembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam UU No.2 
(Pnps) tahun 1964 (Pasal 11 KUHPidana). 
2. Pidana Penjara 
Pada prinsipnya hukuman penjara ini (baik untuk seumur hidup 
maupun penjara untuk sementara waktu) merupakan alternatif dari 
pidana mati. P.A.F Lamintang dalam bukunya hukum penitensier 
indonesia halaman 69 mendefinisikan bahwa :  
Hukuman penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan 
kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan 
dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga 
pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati 
semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga 
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata 
tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. 
 
3. Pidana Kurungan  
Dari Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, 
dan Pasal 7 KUHPidana (Waluyadi 2003:201) yang merupakan 
landasan hukum pelaksanaan hukuman (pidana) kurungan dapat 
disimpulkan sebagai berikut :  
a. Bahwa hukuman (pidana) kurungan berkisar antara 1 (satu) hari 
sampai dengan 1 (satu) tahun, atau dapat ditambah sehingga 
menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dalam hal adanya 
gabungan tindak pidana ;dan ketentuan Pasal 52 KUHPidana. 
b. Berkewajiban melakukan hal-hal sebagaimana yang 
diberlakukan para narapidana penjara untuk sementara dengan 
ukuran dan skala yang lebih kecil dan lebih ringan. 
c. Bagi mereka yang dipidana kurungan yang tidak lebih dari satu 
bulan (maksimal satu bulan) hakim dapat memutuskan yang 
kemudian memerintahkan kepada jaksa untuk yang 
bersangkutan dapat tinggal di luar kurungan setelah melakukan 
kewajiban kerjanya. 
d. Kecuali ada ketentuan lain, seorang yang dipidana kurungan 
harus menjalankan hukumannya di wilayah kediaman terpidana.  
e. Bagi seseorang yang harus menjalani hukuman penjara dan 
kurungan, apabila ia selesai menjalani hukuman penjara, maka 
ia dapat menjalani pidana kurungan pada tempat yang sama, 
dengan tetap memberlakukan hal-hal sebagaimana yang 
berlaku bagi terpidana kurungan. 
f. Seseorang yang menjalani pidana kurungan berhak 
memperbaiki nasibnya (sarana fisik) ke arah yang lebih baik.  
 
4. Pidana Denda 
Menurut KUHPidana bahwa hukuman denda yang merupakan 
bagian dari pidana pokok tidak selalu berdiri sendiri. Akan tetapi 
merupakan alternatif dari pidana penjara, pidana kurungan, dan juga 
pelanggaran lalu lintas.  
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu  
Pembicaraan mengenai pidana tambahan berupa pencabutan 
hak-hak tertentu didalam KUHPidana telah diatur dalam Pasal 35, 
Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.(Waluyadi,2003:211-216)  
Pencabutan tentang beberapa hak tertentu dalam kerangka 
Pasal 10 KUHPidana penjatuhannya oleh hakim tidak dapat dijatuhkan 
secara terpisah dengan penjatuhan pidana pokok.artinya, apabila 
hakim hendak menjatuhkan pidana berupa pencabutan hak tertentu, 
seorang hakim harus membersamakan pencabutan beberapa hak 
tersebut dengan pidana pokok. 
1. Perampasan Barang Tertentu 
Secara sederhana dapat diketahui bahwa perampasan barang 
adalah pengalihan kekuasaan atas barang untuk kepentingan hukum, 
Didalam KItab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) 
istilah “perampasan” tidak kita ketahui. Yang dikenal dalam 
KUHAPidana adalah “Penyitaan “, yaitu serangkaian tindakan penyidik 
untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya 
benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud 
untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan 
peradilan (Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 KUHAPidana). 
Berbeda dengan KUHAPidana, penyitaan menurut KUHPidana 
adalah demi untuk kepentingan Negara yang dinyatakan dengan 
keputusan hakim sebagai hukuman tambahan di samping hukuman 
pokok.  
2. Pengumuman Putusan Hakim 
Pidana pengumuman putusan hakim terutama dimaksudkan 
untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari “kelihaian busuk” 
atau kesembronoan dari seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya 
dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk Pasal 
tindak pidana tertentu. Didalam KUHPidana, hanya umtuk beberapa 
jenis kejahatan saja yang diancamkan pidana tambahan ini yaitu 
terhadap : 
Pertama  Menjalankan tipu-muslihat dalam penyerahan barang-
barang keperluan angkatan perang dalam waktu perang (Pasal 128 
ayat 3), Kedua: Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan 
barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan 
sengaja atau karena Alpa (Pasal 206 ayat (2), Ketiga: Kesembronoan 
seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati (Pasal 
361), Keempat: Penggelapan (Pasal 377), Kelima: Penipuan (Pasal 
395), keenam: Tindakan merugikan pemiutang (Pasal 405) ayat 2 
3.Teori  Pemidanaan 
Dalam hukum pidana dikenal tiga teori pemidanaan (Wirdjono 
Prodjodikoro,1986:21-23) 
a. Teori absolut atau Teori Pembalasan 
Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti 
dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seorang 
mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dapat 
dilihat akibat-akibat apapun yan mungkin timbul dari djatuhkannya 
pidana. tidak dipedulikan, apa dengan demikian akan dirugikan. hanya 
dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa  depan. 
Tokoh-tokoh terkenal yang merupakan penganut teori 
pembalasan ini (Ilhami Basri,2003:10) antara lain adalah Kant dan 
Hegel. Mereka mengaangap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat 
dilakukannya suatu kejahatan. Sebab, melakukan kejahatan maka 
akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang 
melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan 
keadilan harus menerima pembalasan. 
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan 
Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti 
dengan suatu pidana. untuk ini tidaklah cukup adanya suatu 
kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu 
tindak pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat sendiri. Tidaklah 
saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga pada masa depan. 
Maka harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan 
pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori-teori 
”tujuan” (doel-theorien). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan 
kepada usaha agar dikemudian hari,kejahatan yang telah dilakukan itu, 
tidak terulang lagi (prevensi). 
Prevensi ini ada dua macam, yaitu Prevensi Khusus dan 
Prevensi Umum. Keduanya berdasar atas gagasan, bahwa mulai 
dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya 
pidana, orang akan takut menjalankan kejahatan. 
Dalam prevensi khusus, hal bikin takut ini ditujukan kepada si 
penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar semua 
oknum takut melakukan kejahatan. 
c. Teori Gabungan (Verenigings-Theorien) 
Apabila dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama 
lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada ditengah-
tengah. 
Pendapat yang dipelopori oleh Hugo De Groot (Ilhami 
Basri,2003:12) beranjak dari pemikiran bahwa:  
”Pidana merupakan suatu cara untuk memperoleh keadilan 
absolut,dimana selain bermuatan pembalasan bagi sipelaku 
kejahatan, sekaligus mencegah masyarakat lain sebagai korban 
kejahatan”. 
 
Dalam teori ini menurut Vos ada tiga pendapat yang 
mengiringinya: 
1. Teori gabungan yang menitik beratkan pembalasan dengan 
maksud melindungi ketertiban hukum masyarakat. 
2. Teori gabungan menitik beratkan perlindungan ketertiban 
masyarakat. 
3. Teori gabungan yang menyeimbangkan antara pembalasan 
dan perlindungan kepentingan masyarakat. 
 
4.Tujuan Pemidanaan 
Tujuan pemidanaan menurut Djoko Prakoso (1988:46), dalam rumusan 
konsep tahun 1971/1972 dalam Pasal 2 ialah:  
1. Maksud Tujuan : 
a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman 
negara, masyarakat dan penduduk. 
b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota 
masyarakat yang berbudi baik dan berguna. 
c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak 
pidana. 
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. 
Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan 
data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, 
penulis melakukan penelitian di lembaga permasyarakatan klas IIB Parepare, 
dan di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat 
Universitas Hasanuddin, dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan serta di 
beberapa toko buku di wilayah Kota Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah :  
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi 
penelitian yaitu di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Parepare 
yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan 
teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya 
ilmiah,  artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang 
ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam 
tulisan ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1.  Metode Penelitian : 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui 
metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan metode Penelitian 
Lapangan (Field Research). 
a. Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian 
yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah  data dari berbagai 
literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian yang 
dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk 
Tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan 
dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. 
2. Metode Pengumpulan Data : 
a. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang 
dibahas. Seperti Kepala Lembaga Permasyarakatan dan narapidana 
yang berhubungan dengan kasus tersebut (kasus yang diangkat 
menjadi judul skripsi). 
b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang 
terkait dalam hal ini di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB  
Parepare. 
D. Analisis Data 
Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi 
dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang 
didapatkan sesuai dengan permasalah yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan 
tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis 
digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh 
penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh 
pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan 
permasalahan yang diteliti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkelahian 
Antara Warga Binaan Di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Parepare 
      Penjatuhan pidana di lapas bagi warga binaan memang dapat 
mendatangkan penderitaan bagi warga binaan tersebut, namun dibalik 
penderitaan ada hikmah tersendiri bagi mereka, karena selama warga binaan 
itu menjalani masa pidananya di dalam Lapas juga dapat membina atau 
mengayomi dibidang mental, sosial, dan keterampilan. 
      Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta 
pemasyarakatan warga binaan, akan tetapi disisi lain Lapas memang tidak 
bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu 
pasti mau menaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi, serta juga 
tidak ada jaminan bahwa program yang dilaksanakan dalam rangka 
pengayoman serta pemasyarakatan warga binaan pasti membawa hasil yang 
memuaskan. 
     Adapun data jumlah warga binaan yang menjalani pidana penjara di dalam 
Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Parepare berdasarkan jenis 
kejahatannya yaitu sebagai berikut : 
 
 
 
 
NO JENIS KEJAHATAN     JUMLAH NARAPIDANA  
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
 THD. Ketertiban  
Mata uang 
Kesusilaan  
Perjudian  
Pembunuhan  
Penganiayaan  
Pencurian  
Perampokan  
Penggelapan  
Penipuan  
Narkotika  
Korupsi  
Perlindungan anak  
Lain – lain  
4  Orang 
1 orang 
6  orang 
2  orang 
6  orang 
4  orang 
34 orang 
2 orang 
10 orang 
5 orang 
32 orang 
3 orang 
42 orang 
14 orang 
               JUMLAH 183 orang  
Sumber : Data Daftar Isi Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Parepare                                                     
      Kondisi kelebihan daya tampung yang dialami oleh Lapas sebagai salah 
satu faktor penunjang terjadinya perkelahian maupun kerusuhan di 
lingkungan Lapas. Faktor lain yang dapat mengganggu keamanan dan 
ketertiban serta berdampak timbulnya perkelahian adalah masalah 
penempatan. Masalah lain, yang timbul akibat pengaruh penempatan warga 
binaan yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan usia dan jenis kelamin 
diantaranya mengakibatkan cara mereka memandang suatu permasalahan 
dalam lingkungan Lapas akan sangat bervariasi. Sehingga bila ini terus 
berlangsung akan memberi dampak negatif, sedikit saja terjadi masalah 
antara petugas dengan penghuni laki-laki maka akan memungkin terjadi hal-
hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi demonstrasi karena ketidak 
puasannya dan penghuni laki-laki menuntut keadilan kepada Para petugas 
agar dapat diperlakukan sama antara penghuni laki-laki dan perempuan, 
bahkan berdampak terjadinya perkelahian antara sesama penghuni atau 
antara penghuni dengan petugas Lapas. Disamping itu karena adanya faktor 
perbedaan status antara warga binaan, menyebabkan terjadinya perbedaan 
hak dan kewajiban. 
1. Faktor Eksternal Yang Menimbulkan Terjadinya Perkelahian Antara 
Waga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Parepare 
       Selain beberapa faktor yang telah di paparkan di atas, faktor internal 
dalam lapas yang dapat menimbulkan suatu pelanggaran maupun 
perkelahian  yaitu :  
1. Tidak mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga serta kerabat;  
2.  Kurangnya partisipasi dari masyarakat dengan enggan melepas stigma 
yang ada didalam warga binaan; 
Pandangan masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan asimilasi warga 
binaan. Walaupun asimilasi kerja dilakukan, tetapi masyarakat juga akan 
memberikan pandangan sinis dan penuh kecurigaan terhadap pihak 
yang mempekerjakan warga binaan. Terlebih dengan budaya 
masyarakat yang berbeda sehingga pandangan satu orang dapat 
menjadi pandangan masyarakat secara umum.  
3. Tingkat perekonomian yang semakin tidak layak. Karena kebanyakan 
para warga binaan berasal dari keluarga yang hidup secara pas-pasan; 
4. Masih adanya oknum petugas Lapas yang belum menjalankan tugas dan 
kewajibannya sebagaimana mestinya; 
5. Kurangnya tenaga ahli atau orang yang berpengalaman yang dapat 
menjadi pembimbing warga binaan. 
Tenaga ahli atau orang yang berpengalaman dalam membimbing  
sangat berguna agar dapat menjadi pembimbing bagi warga binaan, 
khususnya warga binaan yang melaksanakan asimilasi kerja. Disinilah 
sering terjadi kesulitan untuk dapat mengajak tenaga ahli untuk 
menjadi pembimbing dikarenakan juga dengan minimnya ketersediaan 
dana untuk memakai jasa tutor profesional. 
2. Faktor Internal Yang Menimbulkan Terjadinya Perkelahian Antara 
Narapidana Di Dalam lembaga permasyarakatan  Klas IIB Parepare   
     Secara keseluruhan, pada dasarnya manusia ingin hidup secara nyaman 
tanpa adanya gangguan dari orang lain, terjadinya suatu kerusuhan dan 
anarki ini faktor Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh didalam 
kehidupan bermasyarakat. Ketika SDM seseorang tersebut baik, maka 
seseorang itu akan berfikir jangka panjang untuk dan akan berbuat sesuatu, 
karena orang tersebut akan memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan dari 
perbuatannya, akan tetapi ketika SDM seseorang tersebut tidak baik, maka 
seseorang tersebut akan berfikir pendek tanpa memikirkan sebab akibat yang 
ditimbulkan perbuatannya.  
Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Lembaga 
Permasyarakatan Klas IIB Parepare sebagai catatan, pada intinya Lapas 
merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, yang tidak menutup 
kemungkinan dapat terjadi suatu perkelahian dan kerusuhan maupun anarki 
didalam Lapas. Dimana mereka juga berebut tempat istirahat yang nyaman 
serta bebas dari gangguan orang lain.  
      Permasalahan yang sering timbul karena adanya faktor pribadi, dimana 
warga binaan mencuri uang milik warga binaan lainnya, selain itu adanya 
pemerasan yang dilakukan oleh warga binaan kepada tahanan lainnya, 
dengan alasan bahwa pihak keluarga yang bersangkut tidak membesuk, 
selain itu adanya utang piutang, faktor ini sering kali memicu terjadinya 
perkelahian antara warga binaan, karena sebelumnya pihak yang 
bersangkutan berhutang di luar Lapas, lalu kabur setelah hutangnya tidak 
mampu di bayar, akan tetapi keduanya bertemu kembali didalam satu Lapas 
sebagai warga binaan, faktor utang piutang kerap kali terjadi di dalam Lapas 
Parepare, berdasarkan data yang ada di lapangan, faktor tersebut merupakan 
faktor yang paling menonjol yang berakibat adanya suatu perkelahian. 
3. Beberapa Hal Yang Menyebabkan Terjadinya  Perkelahian Di Dalam 
Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Parepare 
     Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa 
terjadinya perkelahian di lapas parepare diawali dengan adanya unsur-unsur 
antara lain :balas dendam, mencuri barang milik sesama penghuni,saling ejek 
,pemalakan dan pinjam meminjam barang. selanjutnya diuraikan sebagai 
berikut : 
1.Perkelahian yang diakibatkan unsur balas dendam; 
Jenis ini umumnya terbawa karena adanya rasa dendam yang ditimbulkan 
sebelum warga binaan masuk ke dalam Lapas. Perkelahian bisa saja terjadi 
pada saat mereka bertemu di dalam lapas,keduanya saling melimpahkan rasa 
dendamnya yang terjadi pada saat mereka masih berada di luar lapas. 
2.Pencurian yang mengakibatkan terjadinya perkelahian; 
Jenis perkelahian ini biasanya ditimbulkan karena adanya unsur pencurian 
terhadap barang hak milik warga binaan berupa uang ataupun dalam bentuk 
barang.pencurian ini dilakukan oleh salah satu warga binaan didalam kamar 
huniannya.jika hal ini terjadi dan terbukti yang bersangkutan tersebut 
melakukan pencurian,maka terjadilah perkelahian diantara mereka. 
 3.Perkelahian yang diakibatkan adanya unsur saling ejek; 
Jenis perkelahian ini pada umumnya diakibatkan karena adanya ejekan yang 
dilakukan oleh warga binaan.ejekan ini bersifat negatif atau saling mencela 
kekurangan yang di milikinya.hal ini membuat warga binaan tersebut merasa 
dirinya kecewa atau emosi, yang akhirnya terjadi perkelahian. 
4.Pemalakan yang mengakibatkan terjadinya perkelahian; 
Jenis perkelahian ini diakibatkan karena adannya unsur pemalakan yang 
dilakukan warga binaan kepada warga binaan lain yang baru masuk ke 
wilayahnya. pemalakan atau permintaan secara paksa uang ataupun barang 
yang menjadi hak milik warga binaan yang baru masuk dilakukan dengan 
cara : ancaman ataupun dalam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh korve 
(tamping blok) dan kepala kamar.sehingga warga binaan ini membela diri 
untuk mepertahankan hak-hak miliknya,maka terrjadilah perkelahian. 
5.Perkelahian yang diakibatkan adannya pinjam meminjam; 
Terjadi karena adannya unsur pinjam meminjam barang/uang yang menjadi 
hak milik warga binaan. pinjam meminjam tidak sesuai dengan ketentuan, 
perjanjian ataupun itikad baik dari sipeminjam,keadaan seperti ini yang pada 
akhirnya sering terjadi warga binaan yang merasa punya hutang menggangap 
dirinya tidak berhutang dan seolah-olah tidak merasa meminjam barang atau 
uang. hal ini menjadi faktor penyebab terjadinya perkelahian antara 
narapidana di lapas. 
    Frekuensi terjadinya tindak pidana perkelahian yang ada di dalam Lapas 
Parepare ini, menurut Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga 
Permasyarakatan Parepare (KPLP) Zaenal Fanani, S.Sos (wawancara yang 
dilakukan pada tanggal 7 september 2013) mengatakan bahwa, Perkelahian 
yang ada di Lapas dapat di kategorikan sedang, karena perkelahian ini hanya 
melibatkan perkelahian antar warga binaan. Sedangkan kalau kategori tinggi 
itu meliputi peredaran narkoba di dalam Lapas, faktanya yang ada saat ini 
tidak adanya suatu peredaran narkoba di dalam lingkungan Lembaga 
Permasyarakatan Klas IIB Parepare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Perkelahian Antara Warga 
Binaan di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Parepare  
     Upaya  pencegahan dan penanggulangan terjadinya perkelahian dalam 
Lapas Parepare, di kalangan Warga binaan, dapat diambil 2 cara, yaitu upaya 
pencegahan serta upaya penanggulangan. Upaya pencegahan secara 
represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran 
yang dilakukan warga binaan. Sedangkan upaya preventif yaitu upaya 
penanggulangan sebelum terjadinya pelanggaran, pada penerapan yang ada 
di lapangan, upaya penanggulangan preventif sering kali digunakan oleh 
Lapas Parepare, karena upaya penanggulangan ini  dapat berupa 
pembinaan, pengarahan, dukungan dari berbagai pihak, dengan diberikan 
suatu wawasan serta pengetahuan sebab akibat yang dapat ditimbulkan 
akibat adanya suatu perkelahian yang menjurus kepada kerusuhan dan 
anarki dalam Lapas Parepare.  
Upaya pencegahan atau penanggulangan tindak pidana perkelahian secara 
preventif dapat berupa :  
a. Perbaikan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban Lapas;  
b.  Memberikan suatu pengarahan tentang pentingnya keamanan dan 
ketertiban dengan tujuan agar menciptakan suatu situasi yang sangat 
kondusif dengan menunjang proses penahanan serta proses 
pembinaan;  
c. Memberikan suatu pengarahan kepada warga binaan tentang peraturan 
yang berlaku sepanjang penahanan dan pembinaan; 
d. Menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antara warga 
binaan  dengan  lainnya;  
e. Menumbuhkan kesadaran hukum terhadap warga binaan;  
f. Memberikan suatu pendalaman rohani kepada warga binaan agar dapat 
mengontrol diri sendiri; 
g.  Adanya suatu pengamanan yang baik, yang dilakukan oleh pihak 
Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Parepare. 
h. Sarana dan prasarana pembinaan harus seimbang dengan kapasitas 
warga binaan di Lapas dan juga pendidikan keterampilan yang diterima 
harus sesuai dengan perkembangan di masyarakat luas;  
i. Melakukan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah 
maupun lembaga instansi non-pemerintah (LSM) yang bergerak atau 
memberikan perhatian terhadap warga binaan yang membutuhkan. 
j. Untuk masalah pembinaan di Lapas khususnya di luar Lapas harus 
segera direalisasikan, karena itu sangat penting untuk mengurangi 
dampak psikologis akibat pidana penjara dan selain itu peran daripada 
pemerintah harus segera menyempurnakan Undang-undang (UU) 
Pemasyarakatan. 
Upaya pencegahan atau penanggulangan perkelahian secara represif dapat 
berupa :  
1. Dapat memberikan suatu pengamanan yang ekstra terhadap warga 
binaan yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Lapas, dengan 
tujuan agar diproses lebih jauh lagi;  
2. Melakukan proses hukum kepada warga binaan yang melakukan suatu 
pelanggaran ketentuan tata tertib keamanan Lapas;  
3.  Memberikan sanksi yang tegas kepada warga binaan; 
     Dalam menanggulangi terjadinya perkelahian , pihak Lapas, yang 
berwenang yaitu KPLP (Kesatuan Pengawasan Lembaga Permasyarakatan 
Parepare) akan memanggil pihak yang bersangkutan, lalu mengintrogasi 
dengan tujuan agar dapat mendalami secara menyeluruh faktor apa yang 
melatarbelakangi kejadian yang ditimbulkan. 
Ketika pihak yang bersangkutan telah terbukti melakukan suatu perkelahian  
yang dapat menjurus kerusuhan antara warag binaan, maka akan di buatkan 
suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dalam hal ini Berita Acara 
Pemeriksaan akan di jadikan suatu bukti atau dasar untuk dapat menjatuhkan 
hukuman kepada pihak yang bersangkutan, karena dapat dikatakan sebagai 
kriminal murni, setelah perlakuannya mendapat stigma/cap sebagai tindakan 
kriminal murni, maka kasus tersebut akan di limpahkan kepada kepolisian, 
agar dapat diproses lebih lanjut.  
    Sanksi yang diuraikan diatas, merupakan sanksi yang diselesaikan secara 
eksternal. Tetapi sanksi yang diselesaikan secara internal, dimana pihak yang 
yang bersangkutan, akan dikenakan hukuman tutupan sunyi, dimana 
hukuman ini dilakukan selama 1 minggu, maka selama pihak yang 
bersangkutan melakukan hukuman tutupan sunyi, pihak keluarga serta pihak 
kerabat dilarang untuk mengunjunginya. Setelah melakukan hukuman tutupan 
sunyi,warga binaan diberikan kesempatan oleh pihak lapas untuk melakukan 
kembali kegiatan di dalam lapas, tapi apabila masih melakukan perkelahian 
kedua kalinya maka di buatkan suatu pernyataan atau Berita Acara  tidak 
melakukan tindak pidana perkelahian maupun pelanggaran dan ini bisa 
mempersulit dalam penerimaan remisi maupun pengurusan penundaan 
kebebabasan narapidana tersebut. 
    Selain mendapatkan hukuman tutupan sunyi, maka sanksi yang dapat 
dilakukan yaitu adanya sel khusus (sel pengasingan/ sel tikus) dimana sel 
ini digunakan untuk tempat yang di sediakan khusus oleh Lapas bagi warga 
binaan yang telah melanggar tata tertib Lapas.  
     Kebijakan ini di ambil oleh pihak Lembaga Permasyarakatan Klas IIB 
Parepare dengan tujuan agar warga binaan yang melanggar ketentuan tata 
tertib dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. Kategori yang telah di 
uraikan diatas, merupakan kategori yang darurat atau sangat 
mengkhawatirkan, karena mengganggu kondisi Lapas serta mengganggu 
kenyamanan warga binaan lainnya. 
     Untuk menanggulanginya, adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh 
KPLP selaku pihak yang berwenang di Lapas untuk mengamankan Lapas. 
Pengawasan ini dilakukan hampir di seluruh blok-blok yang ada di Lapas, 
dengan pengawasan ini selama 24 jam, maka segala aktivitas yang ada 
didalam Lapas dapat di pantau secara otomatis melalui CCTV yang terpasang 
di tiap-tiap sudut blok. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan, ketika 
terjadinya kerusuhan atau keributan antar warga binaan, maka dapat 
melakukan tindakan secepat mungkin agar tidak berdampak yang lebih buruk 
lagi.  
      Penyebab terjadinya perkelahian maupun kerusuhan, maka yang menjadi 
pemicunya, akan di lokalisir (pindah ke Lapas lainnya). Sebagai catatan 
warga binaan yang melakukan kerusuhan akan di pindahkan ke Lapas 
lainnya, kalau warag binaan tersebut ingin kembali lagi ke tempat semula, 
maka tidak bisa.  
    Karena pada kategorinya, pemindahan suatu warga binaan yang di 
pindahkan ke Lapas lainnya, merupakan kategori pelanggaran berat. Tujuan 
diberlakukan kebijakan ini yaitu dikarenakan warga binaan tersebut akan 
melakukan perbuatan yang sama di suatu hari nanti, untuk mengantisipasinya 
tidak dapat kembali pada tempat semula.  
    Pihak Lapas Parepare sendiri dalam memberikan sanksi bagi warga binaan 
yang melanggar keamanan dan ketertiban terletak di dalam pasal 47 UU No. 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, aturan tersebut merupakan dasar 
hukum. Langkah yang diambil oleh Lapas Klas IIB Parepare, melakukan 
beberapa cara preventif maupun langkah represif, dengan tujuan agar dapat 
menumbuhkan suatu kesadaran dalam diri warga binaan, dengan 
memperbaiki segala perilaku buruk menjadi suatu perilaku yang baik.  
    Langkah ini diambil dengan berbagai pertimbangan, dimana agar warga 
binaan dapat menjadi suatu masyarakat yang berguna bagi bangsa dan 
negara, dan telah siap terjun ke dalam masyarakat setelah bebas di dari 
Lapas dan berguna bagi Negara maupun Lapas. Penanggulangan preventif 
dilakukan untuk dapat mengurangi serta mencegah suatu kerusuhan dan 
anarki didalam di dalam Lapas Parepare , yang sangat mungkin terjadi 
dilakukan oleh warga binaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ,maka penulis menyimpulkan 
beberapa hal diantaranya sbagai berikut : 
a. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya suatu tindak pidana perkelahian 
di dalam Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Parepare, dapat dibagi 
dengan faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu faktor 
yang terdapat di luar warga binaan, dalam hal ini mencakup kondisi 
lingkungan, sosial serta kondisi ekonomi. Dengan beberapa kondisi 
tersebut, berpotensi untuk melakukan suatu pelanggaran dalam ruang 
lingkup Lapas Parepare sedangkan faktor internal yaitu faktor dalam diri 
warga binaan sendiri contohnya rasa rasa aman dan rasa untuk 
melindungi sesuatu . 
b.  Dalam hal menanggulangi perkelahian antara narapidana, pihak Lapas 
Parepare, yang berwenang yaitu KPLP akan memanggil pihak yang 
bersangkutan, lalu mengintrogasi dengan tujuan agar dapat mendalami 
secara menyeluruh mengapa kejadian dapat timbul. Sanksi yang telah di 
uraikan di atas, merupakan sanksi yang diselesaikan secara eksternal. 
Akan tetapi sanksi yang diselesaikan secara internal, dimana pihak yang 
yang bersangkutan, akan dikenakan hukuman tutupan sunyi, dimana 
hukuman ini dilakukan selama 1 minggu, maka selama pihak yang 
bersangkutan melakukan hukuman tutupan sunyi, pihak keluarga serta 
pihak kerabat dilarang untuk mengunjunginya. Selain mendapatkan 
hukuman tutupan sunyi, maka sanksi yang dapat dilakukan yaitu adanya 
sel khusus (sel pengasingan/ sel isolasi) dimana sel digunakan untuk 
tempat yang di sediakan khusus oleh lapas bagi warga binaan yang telah 
melanggar tata tertib . 
B. Saran  
      Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Adapun saran bagi pemerintah, dimana harus membuat suatu peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan terjadinya suatu perkelahian 
didalam Lapas maupun di Rutan (Rumah Tahanan), hal ini dilakukan 
dengan tujuan agar mempunyai suatu sanksi yang tegas bagi para 
tahanan maupun para narapidana yang telah melanggar ketentuan tata 
tertib di dalam Rutan maupun dalam Lapas. Perundang-undangan 
tersebut harus di buat, karena saat ini banyak Rutan maupun Lapas telah 
mengalami over kapasitas dalam blok-blok yang besar kemungkinan 
terciptanya suatu pelanggaran yang dapat menyebabkan perkelahian dan 
kerusuhan karena gesekan antar tahanan maupun narapidana. 
2. Meningkatkan kerja sama dengan pihak yang bersangkutan, dalam hal ini 
dapat menjalin kerja sama antara pihak Lembaga Permasyarakatan Klas 
IIB Parepare dengan Kepolisian. Hal ini wajib dilakukan dengan tujuan 
agar proses penahanan serta proses pembinaan dapat berjalan dengan 
baik, serta membawa dampak yang kondusif di dalam Lapas  Parepare. 
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